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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1035, 2021 KEMENPPN /BAPPENAS. Pengelolaan Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerja sama merupakan aspek penting dalam
mendukung capaian prioritas pembangunan nasional
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

b. bahwa tertib administrasi naskah kerja sama perlu
ditingkatkan dalam pengelolaan kerja sama di
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik agar
mampu mendukung tugas dan fungsi Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur
pengelolaan kerja sama di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Kerja Sama
di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
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Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Naskah
Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
786);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1564);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA DI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan
bersama atas dasar kesepakatan antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain
dalam lingkup tugas dan fungsi.

Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi
kesepakatan antara Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dengan mitra Kerja Sama.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan
adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut
Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri
yang bertugas memberikan dukungan administrasi
kepada seluruh unsur di Kementerian Perencanaan.

Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang
selanjutnya disebut Unit Kerja Eselon I, adalah unit kerja
yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di
Kementerian Perencanaan.

Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang
selanjutnya disebut Unit Kerja Eselon II, adalah unit

kerja yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi
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pratama di Kementerian Perencanaan.
Mitra Kerja Sama adalah pihak yang menyepakati
Naskah Kerja Sama dan melaksanakan Kerja Sama

dengan Kementerian Perencanaan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan
hukum bagi unit kerja di Kementerian Perencanaan
dalam  rangka  pengelolaan Kerja Sama dan
penatausahaan Naskah Kerja Sama yang disepakati
antara Kementerian Perencanaan dan Mitra Kerja Sama.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. menciptakan tertib pengelolaan Kerja Sama;
b. menyinergikan Kerja Sama dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan;
c. memberikan kejelasan pola dan kepastian tata
kelola Kerja Sama di Kementerian Perencanaan;
d. menyelaraskan jenis, klasifikasi, dan muatan
Naskah Kerja Sama; dan
e. memitigasi risiko yang timbul atas pelaksanaan

Kerja Sama.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

o

oo

5o o

[

prinsip, klasifikasi, dan pola Kerja Sama;

prakarsa dan usulan Kerja Sama;

perancangan Naskah Kerja Sama;

perundingan dan kesepakatan Naskah Kerja Sama;
pencetakan dan pemarafan Naskah Kerja Sama;
penandatanganan Naskah Kerja Sama;
pengarsipan Naskah Kerja Sama;

pelaksanaan Kerja Sama; dan

pemantauan dan evaluasi Kerja Sama.
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BAB II
PRINSIP, KLASIFIKASI, DAN POLA KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja Sama diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.

(3)

kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian
Perencanaan;

keselarasan dengan kebijakan, prioritas, dan rencana
pembangunan yang ditetapkan,;

kejelasan pelaksanaan dan manfaat;

konsolidasi unit kerja;

kebebasan berkontrak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

musyawarah untuk mufakat;

tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan

berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 5
Klasifikasi Kerja Sama di Kementerian Perencanaan,
meliputi:
a. Kerja Sama domestik; dan
b. Kerja Sama internasional.
Kerja Sama domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh
Kementerian Perencanaan dengan Mitra Kerja Sama
domestik.
Mitra Kerja Sama domestik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. lembaga negara;

b. kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian;
c. pemerintah daerah;

d. badan hukum Indonesia;

e. badan usaha domestik;

f.  organisasi kemasyarakatan,;

g. kelompok masyarakat; dan/atau

h. perorangan warga negara Indonesia.
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Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dilakukan
oleh Kementerian Perencanaan dengan Mitra Kerja Sama
internasional.

Mitra Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) meliputi:

a. pemerintah asing;

b. organisasi bilateral,

c. organisasi multilateral,

d. organisasiinternasional non-pemerintah;
e. badan hukum asing;

f.  badan usaha asing; dan/atau

g. perorangan warga negara asing.

Pasal 6
Pola Kerja Sama di Kementerian Perencanaan, meliputi:
a. Kerja Sama antarinstansi pemerintahan;
b. Kerja Sama sinergi pembangunan daerah;
c. Kerja Sama hibah;
d. Kerja Sama pengadaan barang/jasa; dan
e. Kerja Sama swadaya.
Kerja Sama antarinstansi pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk
kolaborasi  program dan  kegiatan antarinstansi
pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya sesuai
kewenangan, tugas, dan fungsi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kerja Sama sinergi pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk sinergi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
dengan membentuk kesepakatan dan rencana kerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kerja sama daerah.
Kerja Sama hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dilakukan untuk melaksanakan program dan
kegiatan yang dibiayai dengan hibah dalam bentuk uang,

barang, dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan
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perundang-undangan di bidang hibah.

Kerja Sama pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk
melaksanakan rencana pengadaan barang/jasa
Pemerintah melalui penyedia dan/atau swakelola sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Kerja Sama swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, dilakukan untuk kolaborasi program dan
kegiatan melalui pelaksanaan bersama sesuai sumber
daya masing-masing yang tidak bergantung pada
dukungan pembiayaan dari salah satu pihak kepada

pihak lainnya.

BAB III
PRAKARSA DAN USULAN KERJA SAMA

Pasal 7
Prakarsa Kerja Sama di Kementerian Perencanaan dapat
dilakukan oleh:
a. Menteri;
b. pejabat pimpinan tinggi madya; dan/atau
c. pejabat pimpinan tinggi pratama.
Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Sekretaris Kementerian;
b. Deputi; dan
c. Staf Ahli Menteri.
Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Direktur;
b. Kepala Pusat; dan

c. Kepala Biro.

Pasal 8
Selain prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), Mitra Kerja Sama dapat
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menyampaikan usulan Kerja Sama kepada Kementerian

Perencanaan.

Usulan dari Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada

Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, dan/atau

pejabat pimpinan tinggi pratama dengan memuat:

a. latar belakang Mitra Kerja Sama;

b. keterkaitan dengan rencana pembangunan terkait;
dan

c. rencana pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 9

Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris

Kementerian.

Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan dengan mempertimbangkan:

a. kejelasan status, kapasitas, kewenangan, dan latar
belakang Mitra Kerja Sama;

b. kesesuaian tugas dan fungsi dengan pelaksanaan
Kerja Sama di Kementerian Perencanaan;

c. kejelasan tujuan, rencana pelaksanaan, hasil, dan
manfaat Kerja Sama;

d. keselarasan ruang lingkup Kerja Sama dengan
kebijakan, prioritas, dan rencana pembangunan
yang terkait;

e. keterkaitan pelaksanaan Kerja Sama dengan unit
kerja di sektor pembangunan terkait;

f. kesiapan sumber daya, pembiayaan, dan
pelaksanaan teknis Kerja Sama; dan

g. hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama, apabila
diperlukan atau pernah dikerjasamakan
sebelumnya.

Sekretaris Kementerian menugaskan Biro Perencanaan,

Organisasi, dan Tata Laksana dan Biro Hukum untuk

mengoordinasikan rapat konsolidasi internal dan/atau

pertemuan dengan Mitra Kerja Sama.
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Rapat konsolidasi internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melibatkan Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit
Kerja Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi terkait
dengan pelaksanaan Kerja Sama.

Pertemuan dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendalami
informasi dan menjajaki potensi Kerja Sama.

Ketentuan mengenai prakarsa dan usulan Kerja Sama
dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh

Sekretaris Kementerian.

BAB IV
PERANCANGAN NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tata Cara Perancangan Naskah Kerja Sama

Pasal 10
Biro Hukum melakukan perancangan Naskah Kerja
Sama yang menjadi bagian penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
Dalam melakukan perancangan Naskah Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum
memperhatikan:
a. kesesuaian pola Kerja Sama dengan jenis dan
muatan Naskah Kerja Sama yang akan disepakati;
b. klausul Naskah Kerja Sama yang sesuai dengan
kaidah bahasa dan penafsiran hukum;
c. telaah berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait.

Pasal 11
Perancangan Naskah Kerja Sama dilakukan melalui
tahapan:

a. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
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b. penyempurnaan rancangan Naskah Kerja Sama; dan

c. finalisasi rancangan Naskah Kerja Sama.

Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:

a. Biro Hukum; atau

b. Mitra Kerja Sama.

Penyempurnaan rancangan Naskah Kerja Sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

oleh Biro Hukum dengan cara:

a. penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama; dan

b. pembahasan yang melibatkan unit kerja terkait di
Kementerian Perencanaan.

Finalisasi rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Biro

Hukum dengan cara:

a. penelaahan terhadap masukan rancangan Naskah
Kerja Sama dari Mitra Kerja Sama;

b. perundingan dengan Mitra Kerja Sama; dan

c. pengoordinasian kesepakatan.

Ketentuan mengenai prosedur perancangan Naskah Kerja

Sama dalam bentuk standar operasional prosedur

ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Bagian Kedua

Jenis, Klasifikasi, dan Muatan Naskah Kerja Sama

Pasal 12
Jenis Naskah Kerja Sama di Kementerian Perencanaan
terdiri atas:
a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum; dan
b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis.
Naskah Kerja Sama yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Naskah Kerja
Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang
strategis, tidak mengikat sebagai dasar pelaksanaan
teknis, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang.

Naskah Kerja Sama yang bersifat umum sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat digunakan
untuk pelaksanaan teknis Kerja Sama.

Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Naskah Kerja
Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang spesifik,
mengikat pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka
waktu tahun anggaran tertentu.

Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindak lanjut
dari Naskah Kerja Sama yang bersifat umum.

Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat disusun tanpa Naskah
Kerja Sama yang bersifat umum, sepanjang dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau

dibuat berdasarkan kesepakatan.

Pasal 13
Klasifikasi Naskah Kerja Sama di Kementerian
Perencanaan terdiri atas:
a. Naskah Kerja Sama domestik; dan
b. Naskah Kerja Sama internasional.
Naskah Kerja Sama domestik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum dengan
nomenklatur:
1. surat pernyataan kehendak; dan
2. nota kesepahaman.
b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis dengan
nomenklatur:
1. perjanjian/kontrak; dan
2. perjanjian Kerja Sama.
Naskah Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum dengan
nomenklatur:
1. letter of intent;, dan

2.  memorandum of understanding;
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b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis dengan
nomenklatur:
1. agreement/contract; dan
2. cooperation agreement.
Penggunaan nomenklatur Naskah Kerja Sama selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib

dikonsultasikan kepada Biro Hukum.

Pasal 14
Muatan Naskah Kerja Sama yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
paling sedikit memuat:
tujuan;
ruang lingkup;
pelaksanaan;
pembiayaan;
jangka waktu;
tata kelola;
pemantauan dan evaluasi;

penyelesaian perselisihan;

o ® N kL

korespondensi; dan

10. perubahan.

Muatan Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b
paling sedikit memuat:

tujuan,;

ruang lingkup;

pelaksanaan;

pembiayaan;

jangka waktu;

hak dan kewajiban/peran dan tanggung jawab;

tata kelola;

hak kekayaan intelektual,

S U A S

kerahasiaan;

—
o

pemantauan dan evaluasi;
11. keadaan kahar;

12. penyelesaian perselisihan;
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13. korespondensi; dan

14. perubahan.

Muatan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan

masukan Mitra Kerja Sama dan telaah Biro Hukum.

Bagian Ketiga

Sistematika Naskah Kerja Sama

Pasal 15
Sistematika Naskah Kerja Sama terdiri atas:
a. judul;
b. pembukaan;
c. batang tubuh/isi; dan
d. penutup.
Dalam hal diperlukan, Naskah Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memuat lampiran.
Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat keterangan mengenai:
a. nomenklatur Naskah Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);
b. para pihak;
c. nama Kerja Sama; dan
d. nomor Naskah Kerja Sama.
Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b memuat keterangan mengenai:
a. komparisi/identitas para pihak;
b. recital/landasan Kerja Sama; dan
c. premis kesepakatan Kerja Sama.
Batang tubuh/isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ memuat klausul sesuai dengan muatan Naskah
Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
memuat keterangan mengenai:
a. premis otentikasi dan jumlah Naskah Kerja Sama;
dan

b. kolom nama, jabatan, dan tanda tangan para pihak.
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Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
dokumen pelengkap yang bersifat rinci dan tidak dapat
dimuat dalam batang tubuh/isi, serta menjadi bagian
dan kesatuan dari Naskah Kerja Sama.

Ketentuan mengenai sistematika dan format Naskah
Kerja Sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Naskah Kerja Sama Khusus

Pasal 16
Sistematika Naskah Kerja Sama dapat tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 15, dalam hal:
a. keperluan tertentu atas Naskah Kerja Sama khusus;
atau
b. mengikuti pola Kerja Sama berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur Naskah Kerja
Sama secara khusus.
Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. perubahan klausul Naskah Kerja Sama; dan/atau
b. penyusunan dokumen lain dari Naskah Kerja Sama.
Perubahan klausul Naskah Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menghasilkan Naskah
Kerja Sama khusus berupa:
a. adendum perubahan/amandemen; atau
b. pertukaran surat (exchange of letters).
Penyusunan dokumen lain dari Naskah Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
menghasilkan dokumen Kerja Sama yang dapat memuat
ketentuan hukum dan tata kelola sebagai bagian dari
Naskah Kerja Sama.
Naskah Kerja Sama khusus yang mengikuti pola Kerja
Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama sinergi
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pembangunan daerah yang mengacu pada
peraturan perundang-undangan di bidang kerja
sama daerah;

b. Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama hibah yang
mengacu pada peraturan perundang-undangan di
bidang hibah; atau

c. Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama pengadaaan
barang/jasa yang mengacu pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/
jasa Pemerintah.

Perancangan Naskah Kerja Sama khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja

Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan/atau pejabat yang

diberi kewenangan terkait dengan pelaksanaan Kerja

Sama kepada Biro Hukum untuk memperoleh telaah.

Bagian Kelima

Bahasa dan Penerjemahan Naskah Kerja Sama

Pasal 17

Naskah Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib disusun dalam bahasa

Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang bahasa.

Pasal 18
Biro Hukum mengoordinasikan penerjemahan Naskah
Kerja Sama berbahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia.
Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersama Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit
Kerja Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi terkait

dengan pelaksanaan Kerja Sama.
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BAB VII
PERUNDINGAN DAN KESEPAKATAN
NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Perundingan

Pasal 19
Perundingan merupakan upaya untuk menyamakan
pemahaman dan mengambil keputusan dengan Mitra
Kerja Sama atas pelaksanaan Kerja Sama yang hasilnya
dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.
Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pendekatan:
a. konsolidasi pengambilan keputusan;
b. penyamaan persepsi atas pelaksanaan Kerja Sama;
dan
c. persuasi atau kompromi yang konstruktif dengan
berpegang pada prinsip Kerja Sama dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Sekretaris Kementerian membentuk tim perundingan
Kerja Sama yang beranggotakan paling sedikit:
a. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana,;
b. Biro Hukum;
c. Inspektorat Bidang Administrasi Umum; dan
d. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.
Tim perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan tugas:
a. penyusunan catatan posisi tawar;
b. pelaksanaan perundingan; dan
c. pelaporan hasil perundingan.
Catatan posisi tawar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan bahan, informasi, hasil telaah
terkait Kerja Sama yang perlu dibahas dan disepakati

dengan Mitra Kerja Sama.
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Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. perundingan korespondensi;

b. perundingan langsung; dan/atau

c. perundingan telekonferensi.

Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c¢ dilaporkan oleh tim perundingan kepada
Sekretaris Kementerian dengan notula atau berita acara
yang memuat hasil kesepakatan Kerja Sama.

Ketentuan mengenai tata cara perundingan dalam
bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris

Kementerian.

Bagian Kedua

Kesepakatan

Pasal 21

Biro Hukum menindaklanjuti hasil kesepakatan Kerja
Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
dengan rancangan final Naskah Kerja Sama.

Biro Hukum menyampaikan rancangan final Naskah
Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama untuk memperoleh
persetujuan.

Penyampaian rancangan final Naskah Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang
membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan

pelaksanaan Kerja Sama.

BAB VIII

PENCETAKAN DAN PEMARAFAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 22
Biro Hukum mencetak rancangan final Naskah Kerja
Sama yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Rancangan final Naskah Kerja Sama sebagaimana



(3)

1o. 2021, No.1035

dimaksud pada ayat (1) dicetak dengan kertas khusus.
Dalam hal Naskah Kerja Sama tidak dapat dicetak
dengan kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Biro Hukum mengoordinasikan pencetakan
rancangan final Naskah Kerja Sama dengan kertas
lainnya yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama.
Ketentuan mengenai pencetakan dan format kertas
khusus Naskah Kerja Sama tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 23

Biro Hukum menyampaikan rancangan final Naskah

Kerja Sama yang telah dicetak untuk pemarafan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan
Kerja Sama, apabila Naskah Kerja Sama akan
ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris
Kementerian;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan
Kerja Sama, apabila Naskah Kerja Sama akan
ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya;
atau

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan
Kerja Sama, apabila Naskah Kerja Sama akan
ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi
pratama yang bersangkutan.

Kepala Biro Hukum membubuhkan paraf afirmasi

sebelum tindak lanjut penandatanganan.

Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan di setiap halaman kertas Naskah Kerja Sama

yang telah dicetak asli beserta rangkapnya.

Dalam hal Naskah Kerja Sama tidak dapat diparaf secara

langsung di halaman kertas khusus atau kertas lain,

pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan
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tinggi pratama yang berwenang dapat menyampaikan
bukti paraf pada rancangan final Naskah Kerja Sama
yang telah disepakati dengan Mitra Kerja Sama kepada
Biro Hukum.

Ketentuan mengenai pemarafan Naskah Kerja Sama
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 24
Penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh
pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan:
a. pola Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1);
b. jenis Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1); dan
c. jenjang dan kesetaraan penandatangan dari Mitra
Kerja Sama.
Kewenangan penandatanganan dengan pertimbangan
pola Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh:
a. Kerja Sama antarinstansi Pemerintahan:
1. Menteri;
2. Sekretaris Kementerian;
3. pejabat pimpinan tinggi madya; atau
4. pejabat pimpinan tinggi pratama.
b. Kerja Sama Sinergi Pembangunan Daerah:
1. Menteri;
2. Sekretaris Kementerian,;
3. pejabat pimpinan tinggi madya; atau
4. pejabat pimpinan tinggi pratama.

c. Kerja Sama Hibah:
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Menteri;
Sekretaris Kementerian; atau

pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa:

1.
2.

3.

Menteri selaku pengguna anggaran;

Sekretaris Kementerian atau pejabat lain yang
ditetapkan oleh Menteri sebagai kuasa
pengguna anggaran; atau

pejabat pembuat komitmen.

Kerja Sama Swadaya:

1.
2.
3.
4.

Menteri;
Sekretaris Kementerian;
pejabat pimpinan tinggi madya; atau

pejabat pimpinan tinggi pratama.

Kewenangan penandatanganan dengan pertimbangan

jenis Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan oleh:

a.

Naskah Kerja Sama yang bersifat umum:

1.
2.
3.

Menteri;
Sekretaris Kementerian; atau

pejabat pimpinan tinggi madya.

Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis:

> b

5.

Menteri;

Sekretaris Kementerian;

pejabat pimpinan tinggi madya;
pejabat pimpinan tinggi pratama; atau

pejabat pembuat komitmen.

Jenjang dan kesetaraan penandatanganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan kepada

Biro Hukum untuk memperoleh masukan.

Ketentuan mengenai skema kewenangan penanda-

tanganan Naskah Kerja Sama tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 25

Naskah Kerja Sama tidak dapat ditandatangani oleh:

pejabat pelaksana tugas; atau

pejabat pelaksana harian.

Bagian Kedua

Tata Cara Penandatanganan

Pasal 26
Naskah Kerja Sama yang telah dicetak dan diparaf
ditindaklanjuti dengan:
a. penempelan meterai;
b. penandatanganan; dan
c. pembubuhan cap dinas.
Penempelan meterai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan terhadap Naskah Kerja Sama yang:
a. menerangkan hubungan perdata; atau
b. digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang bea meterai.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan dengan cara:
a. penandatanganan seremonial; atau
b. penandatanganan sirkuler.
Pembubuhan cap dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Naskah Kerja Sama
yang telah ditandatangani sesuai ketentuan Peraturan
Menteri tentang tata naskah dinas.
Pembubuhan cap dilakukan pada Naskah Kerja Sama
domestik.
Ketentuan mengenai tata cara penandatanganan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB X
PENGARSIPAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 27
Penomoran Naskah Kerja Sama dilakukan terhadap
Naskah Kerja Sama domestik.
Penomoran Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum.

Pasal 28

Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh
Kementerian Perencanaan dan Mitra Kerja Sama
diarsipkan oleh Biro Hukum.

Biro Hukum menyampaikan salinan Naskah Kerja Sama
atas permintaan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja
Eselon II.

Biro Hukum dapat memanfaatkan sistem penyimpanan
Naskah Kerja Sama secara manual dan digital sesuai

dengan kaidah kearsipan.

BAB XI
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 29

Pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati oleh
Kementerian Perencanaan dengan Mitra Kerja Sama
menjadi tanggung jawab pejabat penandatangan serta
Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang
membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan
pelaksanaan Kerja Sama.

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan Naskah Kerja Sama.

Pasal 30

Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang

membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan

pelaksanaan Kerja Sama dapat meminta pendampingan
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kepada:

(1)

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
Biro Hukum;
Inspektorat Bidang Administrasi Umum; dan/atau

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.

Pasal 31
Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang
membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan
pelaksanaan Kerja Sama melakukan reviu pelaksanaan
Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun sejak disepakatinya Naskah Kerja Sama.
Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
reviu atas pelaksanaan Kerja Sama kepada:
a. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
b. Biro Hukum;
c. Inspektorat Bidang Administrasi Umum; dan
d. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.
Ketentuan mengenai reviu, format dan petunjuk
pengisian reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

Pasal 32

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka:

a.

b.

mengetahui manfaat dan capaian Kerja Sama,;
mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja
Sama;

memberikan masukan atau saran perbaikan atas
pelaksanaan Kerja Sama; dan

mengukur kesesuaian pelaksanaan Kerja Sama dengan

ketentuan Naskah Kerja Sama.
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Pasal 33

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama
dilakukan oleh Sekretaris Kementerian dan
dikoordinasikan oleh:
a. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;

dan
b. Biro Hukum.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara:
a. menelaah reviu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31;
b. melakukan rapat konsolidasi; dan/atau
c. melakukan kunjungan lapangan.
Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris
Kementerian melibatkan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja
Eselon II, dan unit kerja lain yang terkait di Kementerian
Perencanaan.
Sekretaris Kementerian menyampaikan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi Kerja Sama kepada Menteri.
Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi Kerja
Sama dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan

oleh Sekretaris Kementerian.

BAB XII

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(1)

(2)

Pasal 34
Pengelolaan Kerja Sama dilaksanakan dengan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam pelaksanaan dukungan teknologi informasi dan
komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Hukum berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Naskah Kerja Sama yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai

habis masa berlakunya.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KERJA SAMA DI
KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

A. PERANCANGAN NASKAH KERJA SAMA
1. Sistematika Naskah Kerja Sama

Naskah Kerja Sama sebagai dasar hubungan Kerja Sama antara
Kementerian Perencanaan dan Mitra Kerja Sama perlu disusun
dengan teknik perancangan untuk memastikan agar ketentuan-
ketentuan yang disepakati telah sesuai dengan: (a) pola Kerja
Sama, jenis dan muatan Naskah Kerja Sama; (b) kaidah bahasa
dan penafsiran hukum; (c) telaah atas pertimbangan Kerja Sama;
dan (d) ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Perancangan Naskah Kerja Sama bergantung pada karakteristik
atau pola Kerja Sama yang akan disepakati dengan Mitra Kerja
Sama. Dalam Peraturan Menteri ini, beberapa pola Kerja Sama
telah memiliki bentuk Naskah Kerja Sama dan mekanisme
berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Kerja Sama
Daerah, Kerja Sama Hibah, Kerja Sama Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah. Bentuk-bentuk khusus tersebut dikategorikan
sebagai Naskah Kerja Sama Khusus berdasarkan Peraturan
Menteri ini, sehingga sistematika dan muatan Naskah Kerja Sama
Khusus akan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan
praktik terbaik (best practices) yang berlaku.

Di samping itu, pemahaman mengenai jenis Naskah Kerja Sama
yang disepakati, yaitu (a) Naskah Kerja Sama yang bersifat umum;

www.peraturan.go.id
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dan (b) Naskah Kerja yang bersifat teknis juga perlu dipahami
lebih mendalam oleh unit kerja dan para pejabat yang berwenang.
Dalam pelaksanaan Kerja Sama, Naskah Kerja Sama yang bersifat
umum seperti nota kesepahaman (memorandum of understanding)
tidak dapat dijadikan sebagai dasar komitmen pelaksanaan teknis
sebab muatan atau ketentuan-ketentuan Kerja Sama yang
disepakati masih dalam tataran yang umum dan strategis. Oleh
sebab itu, Naskah Kerja Sama yang bersifat umum perlu
ditindaklanjuti dengan kesepakatan Naskah Kerja Sama yang
bersifat teknis seperti perjanjian/kontrak (agreement/contract] —
agar terdapat kepastian komitmen dan akuntabilitas pelaksanaan
teknis dari Kerja Sama.
Sistematika Naskah Kerja Sama yang diatur berdasarkan
Peraturan Menteri ini dapat memberikan gambaran dan menjadi
acuan umum bagi unit kerja dan pejabat di Kementerian
Perencanaan dalam memahami aspek perancangan dan
menyiapkan rancangan Naskah Kerja Sama. Naskah Kerja Sama
yang dirancang dengan sistematika yang baik dapat menunjukan
bahwa Naskah Kerja Sama bukan hanya naskah dinas semata,
tetapi mengandung konsekuensi logis dalam hubungan Kerja
Sama itu sendiri, serta akan menunjukan nilai-nilai tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Sistematika Naskah Kerja Sama terdiri atas:
a. Judul
Judul menjadi bagian atau halaman awal (cover page)
dokumen Kerja Sama yang terdiri atas:
1. Nomenklatur
Nomenklatur Naskah Kerja Sama adalah penamaan atau
istilah Naskah Kerja Sama yang dipilih sesuai dengan
jenis Naskah Kerja Sama dan muatannya. Naskah Kerja
Sama yang masih bersifat umum dapat menggunakan
nomenklatur, seperti:
a) Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent)
Surat Pernyataan Kehendak sebagai kesepakatan
awal — sebagai alternatif dari nota kesepahaman -
yang disusun ringkas untuk menunjukan adanya
kehendak untuk melakukan Kerja Sama yang tidak

www.peraturan.go.id
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mengikat dalam bidang-bidang tertentu.

b) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
Nota Kesepahaman sebagai kesepakatan awal yang
strategis yang memuat klausul yang
menggambarkan kerangka pelaksanaan Kerja Sama
secara umum, dan ditindaklanjuti dengan Naskah
Kerja Sama yang bersifat teknis.

Sedangkan, Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis

dapat menggunakan nomenklatur, seperti:

a) Perjanjian/Kontrak (Agreement/Contract)
Perjanjian/Kontrak sebagai kesepakatan lanjutan
atas Naskah Kerja Sama yang bersifat umum
ataupun dapat disepakati secara langsung karena
mengandung klausul yang mengikat pelaksanaan
teknis seperti adanya hak dan kewajiban (prestatie
en contraprestatie).

b) Perjanjian Kerja Sama (Cooperation Agreement)
Seperti Perjanjian/Kontrak, Perjanjian Kerja Sama
juga menjadi dokumen Kesepakatan yang secara
spesifik menyepakati kerangka teknis pelaksanaan
Kerja Sama, termasuk kejelasan peran dan
tanggung jawab, pembiayaan, dan rencana
pelaksanaan teknis Kerja Sama.

2. Para pihak

Pencantuman nama para pihak dalam Naskah Kerja

Sama diambil dari nama sebagai entitas yang utuh,

bukan nama unit kerja ataupun nama jabatan di suatu

institusi. Penulisan nama Kementerian Perencanaan,

yaitu:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

The Ministry of National Development Planning /
National Development Planning Agency

Dalam hal, Kementerian Perencanaan mewakili instansi

Pemerintah secara luas, dapat pula menjadi:

Cmernn pul Indoncsia

www.peraturan.go.id
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Mitra Kerja Sama yang mengikatkan diri secara
perorangan sesuai pola Kerja Sama (seperti untuk hibah
perorangan atau jasa konsultansi) dapat menggunakan
nama asli sesuai tanda identitas diri. Nama diri/
serapan/terjemahan institusi dalam Naskah Kerja Sama
internasional tidak ditulis dalam huruf cetak miring
(italic).
3. Nama Kerja Sama

Judul Kerja Sama dipilih dengan cara menentukan garis
besar Kerja Sama yang mencerminkan ruang lingkup
Kerja Sama serta turut mempertimbangkan jenis Naskah
Kerja Sama (umum atau teknis). Penulisan judul Kerja
Sama tidak menggunakan kata singkatan atau kata
asing tanpa serapan/terjemahan yang jelas, Contoh:

Perencanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goal)

Pemanfaatan Data dan Pengembangan Informasi Geospasial
untuk Perencanaan Pembangunan Energi Terbarukan

4, Nomor Naskah Kerja Sama
Untuk keperluan pengarsipan dan pencatatan dalam
basis data (database), nomor Naskah Kerja Sama akan
dibubuhkan oleh Biro Hukum pada Naskah Kerja Sama
domestik. Adapun, penomoran pada Naskah Kerja Sama
Khusus dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang,
misal terkait kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
oleh pejabat pembuat komitmen.

Pembukaan

Pembukaan Naskah Kerja Sama menjadi bagian Naskah Kerja

Sama yang menjelaskan dasar kewenangan para pihak, dasar

pertimbangan, dan pernyataan kesepakatan Kerja Sama yang

terdiri atas:

1. Komparisi/identitas para pihak
Komparisi adalah bagian yang menjelaskan kewenangan
para pihak secara jelas dan ringkas berdasarkan
identitas pejabat atau orang yang mewakilinya.
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Contoh:

Pada han hh/bb/20__), yang benanda tingan di bawsh ni:

I. (NamaDiri) : dalam jabatan sclaku Deputi Mented Bidang
. berundak untuk dan atas nama
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan ~ Perencanaan Pembangunan
Nasional, berkedudukan di Gedung Bappenas, L
Taman Suropati No. 2, Jakarma Pusat — 10310,
sclanjutnya discbut Pihak Pertama; dan

I. (NamaDiri) : dalum jshatan selaku (ubatan pgabat yang benwemang
menandatangani), bertindak unk dan ams nama
(nama institusi Mitm Kerja Sama), berkedudukan di

sclanjumnya  disebut

Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sclinjumnys secim bersama-sama disebut
Para Pihak, dan masing-masing discbut Pihak,

Pencantuman gelar atas nama diri dari pejabat dapat
dilakukan, apabila nama diri dari pejabat Mitra Kerja
Sama juga mencantumkan gelar. Contoh lain komparisi
yang dapat dipergunakan tanpa penyebutan nama diri
pejabat:

2. Recital/landasan Kerja Sama
Recital /landasan Kerja Sama merupakan narasi ringkas
yang memuat uraian latar belakang, landasan, urgensi,
atau alasan mengapa Kerja Sama perlu disepakati.
Recital Kerja Sama dapat memuat penjelasan mengenai:
{a) latar belakang para pihak; (b) urgensi Kerja Sama dan
keterkaitannya dengan tugas dan fungsi para pihak; (c)
landasan hukum terkait atau Naskah Kerja Sama yang
bersifat umum, apabila ada sebagai dasar kesepakatan

(Nomenkiatnr Naskah Kerpa Suma) ini ditandatangani di Jakarta pada :
dibuat oleh dan antara:

I. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia. yang
diwakih  oleh Sckrerans Kemenreman  Perencansan Pembangunan
Nasional/Sekretans Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
berkedudukan di Gedung Bappenas, JI. Taman Suropati No, 2, Jakarta
Pusat — 10310, Indonesia, yang selanjutnya discbut sebagai "Bappenas™;
dan

II. (Nama Institusi Mitra Kerja Sama), vang diwakili oleh (obarar prpfw
yamy Derwynang  menandatungan), bcfkcduduhn di
vang sclanjutnya disebur
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awal. Contoh:

Para Pihak mencrangkan hal-hal, sebagai berikur:

1. bahwa Kementcran Perencanazn Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaasn Pembangunan Nasional menyelenggarakan tugas dan
fungsi pemenintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
vang membutuhkan partsipasi publik dan  kolabomsi dengan
berbagai mitra pembangunan, salzsh satunya pergunean tinggt,
bahwa Universitas [ndonesia merupakan salah satu Perguruan Tingg
Negen Badan Hukum (PTNBH) vang menyclenggarkan tugas dan
fungsinya berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 68 Tahun 2013
tentang Statuta Universims Indonesia sebaguimana divbah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 75 Tahun 2021;

3. bahwa Para Pihak telah memiliki preseden kera sama berdasarkan
Nota Kescpakatan Bersama antarm Kementenan PPN /Bappenas dan

1]

Universitas Indonesia Nomor dan Nomor

tentang Pendidikan, Penclitan, dan Pengabdian Masyarakar vang
ditandatangani di Jakanz, pads tanggal dan berakhir
pada tanggal 3

4. bahwa Para Pihak memandang pedu untuk mdakukan kerja samu
schagai bentuk keberlanjutan atas kolshorsi dan pamisipasi yang
dilakukan dalam proses perencanaan dan pelaksanasn pembangunan
nasional,

Premis kesepakatan Kerja Sama

Premis kesepakatan Kerja Sama dinyatakan secara jelas
dalam Naskah Kerja Sama, sehingga menegaskan terjadi
Kerja Sama yang mengacu pada ketentuan dalam
Naskah Kerja Sama. Contoh:

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Para Pihak menyepakati
Perunjian Kena Sama tentang Pengembangan dan Penghitungan Indeks
Pembangunan Hukum, sdanjutnya dischut “PKS” dengan ketentuan-
ketentuan, sehagai berikue
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Batang tubuh /isi
Batang tubuh/isi Naskah Kerja Sama menjadi bagian yang
memuat ketentuan atau klausul yang disepakati dengan
mempertimbangkan jenis Naskah Kerja Sama dan pola Kerja
Sama yang dilakukan. Klausul Naskah Kerja Sama disepakati
sesuai asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Muatan klausul Kerja Sama dalam Peraturan
Menteri ini hanya menjadi contoh praktik baik (best practice).
Muatan klausul Kerja Sama dalam batang tubuh/isi Naskah
Kerja Sama, yaitu:
1. Tujuan
Klausul tujuan dimuat untuk menguraikan maksud dan
tujuan (objective) dari pelaksanaan Kerja Sama, baik dari
aspek administratif dan substantif. Secara administratif,
Naskah Kerja Sama disusun sebagai dasar kesepakatan
para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama. Contoh:

Not Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk membentuk dasar
hukum pelaksanzan kerjz sama berdasarkan prinsip itikad baik dan tara
kelola yang baik (good gorernamie).

Sedangkan secara substantif, Naskah Kerja Sama
disepakati dalam rangka kolaborasi untuk mewujudkan
misi bersama yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi para pihak. Contoh:

Nowa Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam
perencanaan pembangunan nasional, berdasarkan keahlian, pengalaman, dan
sesuai dengan sumber days masing-masing untuk penguamn perencanaan
pembangunan nasional di berbagai bidang.

2. Ruang lingkup

Klausul ruang lingkup dimuat untuk menggambarkan
ruang lingkup seperti bidang dan bentuk kegiatan Kerja
Sama yang akan dilakukan, sehingga terdapat kejelasan
dalam pelaksanaan teknis. Ruang lingkup yang
dirancang dengan baik akan menunjukan kesesuaian
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antara klausul yang disepakati dengan kenyataan
pelaksanaan teknis.

Pada Naskah Kerja Sama yang bersifat umum seperti
nota  kesepahaman, ruang lingkup  sebaiknya
mencerminkan gambaran besar Kerja Sama yang
strategis dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Contoh:

(1) Ruang lingkup Peranjian Kesja Sama, melipuri:

a, diskusi dan konsultasi untuk mencentukan metode kajian;

b, pelaksanaan kajian perscpsi masyarakat Kota Bandung tentang
pertumbuban ckonomi inklusif

¢ pengoordinasian dan pengumpulan referensi atau dars yang akan
digunakan untuk menyusun indeks pembangunan ckonomi inklusif;

d. pelaksanaan  diseminast dan  diskusi publk mengenu  indeks
pembangunan ckonomi inklusif di Kotn Bandung hingga tingkat
kecamatan; dan

c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan,

(2) Penjsbaran teknis atas ruang hingkup scbagaimana dimaksud pada avar (1)
discpakati olch Para Pihak dalam bentuk Rencana Kera

Sedangkan, pada Naskah Kerja Sama yang bersifat
teknis seperti perjanjian kerja sama, ruang lingkup
menjelaskan gambaran pelaksanaan teknis dan konkret
dalam jangka waktu tertentu. Contoh:

(1) Ruang lingkup Nota Kescpahaman ini melipun:
a. sinkronisasi perencanaan dan pelaksanzan pembangunan di Kawasan
Metropalitan Bandung Raya; dan
b. pelatihan untuk peningkatan kapasitas perencana di daerah
(2) Bentuk pelaksanaan ruang hingkup schagnimana dimaksud pada ayar (1)
dapat berupa kegiatan yang melipuri:
2 koordinasi, konsultasi, dan fasilitas: perencanaan dacrah;
b, pelatihan, pengkajian, seminar ilmiah; dan
c. kegatan lainnya sepanjang scsuat dengan tujuan Nota Kesepahaman
ini dan ketentuan pemturan perundang-undangan.

Pelaksanaan
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Klausul pelaksanaan dimuat wuntuk memberikan

(1) Pelaksanaan tcknis kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan
ditindaklanjut: dan disepakuti lebih anci alch Para Pihak dalam perjanjian
kena sama tersendin.

(2) Perjanjian kerja sama scbagaimana dimaksud pndn ayat (1) disusun
paling lambat 3 (tigs) bulun setelsh Nota Kesepahaman ini ditandatangani,

yang paling kumng memumt rincian ruang fingkup kegiatan, penyusunan
rencana kerja termasuk pembiayaan dan kclmnpol kerja {working group),

(3) Peqanjuan kena sama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
disepakati dan ditandatangani olch:

2. Pihak Pertama vang dapat diwakili olch pejabat pimpinan tingg
madya atau pejabat pimpinan tingg pritama yang melaksanakan
tugas dan fungsi terkait dengan polaksanaan wekms kerja sama
tersebut; dan

b. Pihak Kedua dengan menunjuk pengurus yang diben rugas olch
(Mitra Kerja Sama).

(4) Para Pihak dapat melibatkan pemangku kepentingan lain dalam

radabvnmnnn buma sommn woie mamatssinmmn o am

kejelasan operasional dari Kerja Sama. Pada Naskah
Kerja Sama yang bersifat umum, pelaksanaan perlu

menunjuk pejabat atau personil yang sesuai dengan
tugas dan fungsinya serta ditindaklanjuti dengan
menyusun Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis.
Contoh:

Sedangkan, pada Naskah Kerja Sama yang bersifat
teknis, pelaksanaan dapat memuat mengenai sasaran,
keluaran/ hasil, manfaat, penentuan kelompok kerja,
proses teknis kegiatan, pelaporan, dan/atau hal lain
yang dipandang perlu untuk memastikan pelaksanaan
teknis Kerja Sama.

Contoh:

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan antara Para Pihak akan
menghasilkan salinan lumak (sffogey) dan salinan keras (fandagpy) hasil
penvusunan Indeks Pembangunan Manusia Tshun 2020 vang dapat
dimanfaatkan bersama  untuk  kepentingan  pembangunan  nasional,
replikasi, diseminast, promosi program dan kegiatan, sertn mengukur
capaian pembangunan nasional;

(2} Penyershan hasil keglatan schagaimana dimaksud pada ayar (1)
dilakukan melalui Berita Acara Sersh Tenma (BAST) yang dmndmngzm
olch Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

4. Pembiayaan
Klausul pembiayaan dimuat untuk memberikan
kejelasan dan kepastian mengenai sumber atau adanya
dukungan pembiayaan atas pelaksanaan Kerja Sama.
Penentuan aspek pembiayaan akan dipengaruhi dengan
karakteristik atau pola Kerja Sama itu sendiri. Pada pola
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Kerja Sama Antarinstansi Pemerintahan dan pola Kerja
Sama Sinergi Pembangunan Daerah akan menggunakan
pembiayaan anggaran negara/daerah. Pada pola Kerja
Sama Hibah, Kerja Sama akan menggunakan
pembiayaan dari Mitra Kerja Sama selaku pemberi hibah
dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang hibah. Pada pola Kerja
Sama Pengadaan Barang/Jasa, Kerja Sama akan
menggunakan pembiayaan anggaran negara yang
dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama selaku penyedia

Scgals pembiavaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kera sama akan
dibcbankan pada anggaran Para Pihak dan/atau  sumber-sumber
pendanaan lunnya vang ssh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

atau  pelaksana  swakelola dengan mekanisme
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun,
pada pola Kerja Sama Swadaya, dukungan pembiayaan
dari salah satu pihak kepada pihak lainnya belum
dipersyaratkan dan dapat ditentukan dengan sumber
pembiayaan masing-masing pihak. Contoh:

Pembiayaan untuk pelaksanazn kegiatan menjadi tnggung jawab Pihak
Pertama yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tzhun 2021 dan/artau sumber pembiayaan lain vang sah sesual
dengan ketentuan pematumn perundang-undangan.

Jangka waktu

Klausul jangka waktu dimuat untuk menentukan kapan
Kerja Sama akan dimulai, berakhir, diakhiri, maupun
diperpanjang. Jangka waktu tersebut disepakati dengan
mempertimbangkan keberlanjutan, agenda pelaksanaan
teknis, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada
Naskah Kerja Sama yang bersifat umum, jangka waktu
ditentukan relatif panjang, yaitu 3 (tiga) sampai dengan 5
(lima) tahun karena sifat Kerja Sama yang lebih umum
dan strategis. Sedangkan, pada Naskah Kerja Sama yang
bersifat teknis, jangka waktu lazimnya disepakati untuk
tahun anggaran tertentu — selaras dengan sumber daya
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dan dukungan pembiayaan yang tersedia — atau dapat
disepakati lebih dari setahun (multiyears).
Contoh:

(1) Nota Kesepahaman ini berhaku untuk jangka wakwu 3 (6ga) tabun
dimulai sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau diskhin
berdasarkan kescpakatan termulis olch Para Pihak.

(2) Jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan dengan
mempernmbangkan hasil pemantavan dan cvaluas: pelaksanaan kerja sama,
(3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhii Nom
Kesepahaman ini sebelum bemkhirnya jangka waktu schagaimana dimaksud
pada ayat (1), maks Pihak terscbut waib membentshukan muksud
pengakhirin tersebut secars tertulis kepada Pihak lunnya paling lambar 30
(tiga puluh) han sebelum pengakhiran berdaku efeknf.

(4) Para Pihak menjamin bahwa pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak
akan memimbulkan kerugian kepada masing-masing Pihak dan dilakukan
dengan memperhatkan temib administrasi sesual peraturan perundang-
undangan.

6. Hak dan kewajiban/peran dan tanggung jawab

Klausul hak dan kewajiban atau peran dan tanggung
jawab hanya dapat dimuat dan disepakati pada Naskah
Kerja Sama yang bersifat teknis - seperti perjanjian —
sebab sudah mengandung komitmen yang mengikat
dalam pelaksanaan  teknis. Perjanjian lazim
menggunakan istilah “hak dan kewajiban” karena
memposisikan hubungan kerja sama yang bersifat
keperdataan. Sedangkan, istilah “peran dan tanggung
jawab” dapat pula dipergunakan untuk hubungan kerja
sama yang lebih bersifat administrasi pemerintahan -
tidak murni keperdataan - misalnya Kerja Sama
Antarinstansi Pemerintahan.
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Contoh:

(1) Pihak Pertama berperan dan beranggungjawab untuk:

a2 menyusun KAK dan mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
dengan Pihak Kedua dan kementerian/lembaga terkait;

b, menyiapkan formulasi konsep dan instrumen Indeks Pembangunan
Ekonomi Inklusif;

c. memfasilitasi pembiayaan kegratan kepada Pihak Kedua;

d. memfasilitasi diskusi pembahasan dan diseminasi hasil Kagian; dan
menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

(4 Plluk Kedua berperan dan bertanggungjawab unmlk:

1. mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiaran  dengan Saman  Kena
Perangkst Dacmh dan pemangku kepentingan terkait di Kot
Bandung;

b, memfasilitasi pelaksanaan kajian serta membenkan masukan atas

konsep Indeks Pembangunan Ekonom: Inklusif;

mengumpalkan data hasil survei dan sensus;

mengolah serta menyajikan data dan hasil pengumpalan date; dan
menvampaikan data dan informast kepada Pihak Pertama.

RN

7. Tata kelola
Klausul tata kelola dimuat sebagai bentuk penguatan
dan penegasan atas prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) yang juga
dapat menyangkut beberapa aspek Kerja Sama seperti
adanya pengaturan mengenai pemanfaatan data dan
informasi serta hak kekayaan intelektual secara umum.

(1) Para Pihak melaksanakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip-
prinsip tatx kelola yang baik (goad gerermance) serta tidak bertentungan dengan
peraturin perundang-undangan. )

(2) Penggunzan dam dan informasi yang diperoleh schubungan dengan
pelaksanaan kerja sams ini wajib dilakukan dengan mencanrumkan
sumbernya,

(3) Segala hak kekayaan intelcktual vang lshor astas pelakssnaan Not
Kesepahaman i menjadi hak bersama Para Pihak yang penggunaannya
harus memperoleh persctujuan dan Para Pihak.

Contoh:

8. Hak kekayaan intelektual
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Apabila diperlukan dan hendak disepakati secara lebih
khusus, klausul hak kekayaan intelektual juga dapat
dimuat secara tersendiri untuk menegaskan penggunaan
kekayaan intelektual dan hak miliknya. Contoh:

Segala hak kekayaan inteleknual yang lahir atas pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini akan menjadi hak bersama dan dapat dipergunakan dengan
memperhatthan  persetujuan Para Pihak sertn sdalu mencantumkan
kredit/pengakuan, namun ddak termasuk pada hak dan kekayaan
intelcktual yang whh dimililki oleh masing-masing  Pihak scbelum
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

9. Kerahasiaan
Apabila diperlukan dan hendak disepakati secara lebih
khusus, klausul kerahasiaan juga dapat dimuat
tersendiri — atau secara lebih rinci juga dapat menyusun

perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia
(non-disclosure agreement) — untuk mengatur aspek
kerahasiaan dalam pelaksanaan Kerja Sama.

Contoh:

(1) Para Pihak dilamng mengungkapkan data dan informasi — baik yang
diperoleh secara lisan maupun tulisan — schubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini vang dapat merugikan amu menimbulkan
persclisihan, kecuali:
a. terdapat perserujuan tertulis dan Pihak yang mengungkapkan atau
memberikan data dan informasi;
b, data dan informasi telah dikategonkan scbagal informast pubbk
berdasarkan perstumn perundang-undangan; dan/atau
¢ terdapar putusan pengadilan atau peanth dan otontas penegak

hukum yang berwenang,
(2) Para Pihak menmmin bahwa dats dsn informasi schagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan sehubungan dengan

pelaksanaan kera sama dan tdak dipergunakan untuk kepennngan lain di
huar pelaksansan Perjangian Kerja Sama ini.

10. Pemantauan dan evaluasi
Klausul pemantauan dan evaluasi dimuat sebagai
bentuk pengendalian atas pelaksanaan Kerja Sama.
Pemantauan dan evaluasi akan menegaskan keseriusan
para pihak dalam pelaksanaan Kerja Sama, sehingga
Kerja Sama tidak hanya sekadar seremonial atau
formalitas, tetapi dapat mengukur capaian dan hasilnya
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secara jelas. Pada prinsipnya, pemantauan dan evaluasi
dilakukan untuk memastikan pelaksanaan, mengatasi
hambatan, dan menilai keberhasilan Kerja Sama.
Contoh:

(1) Para Pihak skan melakukan pemantwan dan evaluasi, bak sccara
bersama-sama  maupun  masing-masing  terhadap  pelaksanaan Nom
Kescpahaman ini.

{2) Hasll pemantavan dan cvaluasi scbagaimana dimaksod pada avac (1)
digunakan scbagai bahan perbaikan dan  penyempumaan  techadap
pelaksanaan kerja sama

(3) Dalam hal peanjian kerja ssma yang mengatur pelaksanaan teknis ndak
dapar discpakati dalam jangka waktu 6 (cnam) bulan berdasarkan hasil
pemantaman dan evaluas, maka Nota Kescpahaman ini dapar diakhin olch
Para Pihak.

. Keadaan kahar (force majeure)

Klausul keadaan kahar (force majeure) dapat dimuat
hanya pada Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis —
seperti perjanjian — untuk membatasi tanggung jawab
atas kerugian yang timbul karena hak dan
kewajiban/peran dan tanggung jawab tidak dapat
dilaksanakan akibat suatu kondisi yang diluar prediksi
dan kuasa manusia, seperti terjadi bencana alam, wabah
penyakit, huru-hara, perubahan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan. Di bawah klausul ini,
para pihak yang terdampak tidak wajib melakukan ganti
rugi atau dibebaskan dari tanggung jawab sepanjang
dibuktikan secara sah dan diberitahukan kepada pihak
lainnya. Contoh:

(1) Para Pihak dibcbaskan das tunturtan atas hak dan kewajiban
berdasarkan Perjangian ini, apabila timbul keadaan kahar (fore sgenrr) yang
meliputi namun tdak terbatas akibat:

a. bencana alam;

b. wabah penyakit;

¢ kerusuhan;

d. pemogokan umum;,

c. perubahan kebijakan angmnn; dan

L. perubahan terhadap peratumn perundang-undangan yang berkaitan,
(2) Pihak vang terkena dampak wajib memberikan pembentahuan terrulis
atas keadaan kshar yang kemudian diketahui atin dianggap skan terads,
kepada Pihak vang lain,
(3) Sctiap keadaan kahar yang tenadi disampatkan kepada pihak yang lun
dan diakui oleh Para Pihak, apabils terjad: sclama lebih dar 14 (empat
belas) han berurut-turur dan didasarkan pada keterangan resmi dan
instansi atau otoritas vang berwenang,
(4) Apabila reqadi keadaan kahar, maka pelaksanaan kerja sama dapar
ditunda sementars sampai dengan jangka waktu yang discpakati sccam
tertulis olch Para Pihak.
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12. Penyelesaian perselisihan
Klausul penyelesaian perselisihan dimuat untuk menjaga
marwah dengan cara  permusyawaratan  atas
pelaksanaan Kerja Sama, yakni dilakukan musyawarah
untuk mufakat seperti adanya konsultasi para pihak
yang tidak berakibat sengketa di pengadilan (litigasi).
Meskipun demikian, para pihak dapat menentukan
pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi — misalnya
penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat - apabila tidak selesai secara
musyawarah untuk mufakat. Namun, penyelesaian
sengketa litigasi tidak disarankan, apabila dapat dipilih
mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lain seperti
mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Contoh:
Segala persclisthan atau perbedaan pendapat yang timbul antara Para

Pihak atas pelaksanaan  Perjanjian ini akan  disclesatkan  secam
musyawarah untuk mufakat.

13. Korespondensi
Klausul korespondensi dimuat untuk memberi kepastian
alamat surat-menyurat melalui satu pintu, sehingga para
pihak dapat menjaga komunikasi yang efektif.

Contoh:
(1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitshuan resmi vang dilakukan oleh
Para Pihak wajib disampatkan secara renulis melalur korespondensi, sebagni
benkut:
a. Pihak Pertama
(fabatan pada Kemewterian Perescanan)
Alamat * (alamat resmr daw kode pos tervatal)
Telepon : (o feigpon Kementerian Perencanaan)
Emul : {abawat surel institusi | wit kenja) (@bappenas.go.id
b. Pihak Kedua
(jabatan pads Mitrs Kerpa S ama)
Alamat  (alaneat resn dan Kode pos feroatal)
Telepon + (waaror relepon Mitra Keriu Sana, jika adi)
Email : (aadanwast sured institna Mitns Kepa Sama)
(2)Perubahan atas korespondenst schagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampatkan kepada Pihak lainnys,

14, Perubahan
Klausul perubahan dimuat untuk mengatasi timbulnya
perubahan kondisi dalam pelaksanaan Kerja Sama yang
mengakibatkan perlu penyesuaian terhadap Naskah

www.peraturan.go.id



43 2021, No.1035

Kerja Sama, seperti perubahan terhadap klausul jangka
waktu. Perubahan tersebut dapat dipilih dengan cara
surat-menyurat secara resmi (exchange of letters) atau

adendum amandemen /perubahan. Contoh:

Hal-hal yang belum diatur amu perubaban atas Penanjian i wagih
discpakan secara tertulis oleh Para Pihak dalam bentuk adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Penanpan ini.

Penutup
Penutup Naskah Kerja Sama menjadi bagian Naskah Kerja
Sama yang menunjukan bukti telah dilakukan Kerja Sama
dan keabsahan Naskah Kerja Sama yang terdiri atas:
1. Premis otentikasi dan jumlah Naskah Kerja Sama

Premis otentikasi menyatakan sebuah kesimpulan

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua),
bermeteral cukup, dan dibubuhkan cap instansi, serma menjadi bukti yang
sama dan otentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

bahwa ketentuan-ketentuan Naskah Kerja Sama dibuat
secara sah dan disepakati oleh pejabat yang berwenang.
Adapun, jumlah Naskah Kerja Sama sekurang-
kurangnya dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu)
Naskah Kerja Sama asli disimpan oleh Kementerian
Perencanaan dan 1 (satu) Naskah Kerja Sama asli
disimpan oleh Mitra Kerja Sama. Apabila jumlah Mitra
Kerja Sama lebih dari 1 (satu), maka rangkap asli dibuat
sesuai dengan jumlah para pihak. Contoh:
2. kolom nama, jabatan, dan tanda tangan para pihak

Kolom nama diri, jabatan, dan tanda tangan para pihak

disusun secara berurutan. Contoh:

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
(tdt) (ecdt]
Himawan Hariyoga Nama Diri
Sckretaris Kementerian (jabatan yang setara

Perencanaan Pembangunan pada Mitra Kerja Sama)
Nasional/Sckretaris Utama
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
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e, Lampiran
Lampiran Naskah Kerja Sama disusun sebagai dokumen
pelengkap vang bersifat rinci dan tidak dapat dimuat dalam
batang tubuh/isi, serta menjadi bagian dan kesatuan dari
Naskah Kerja Sama. Lampiran Naskah Kerja Sama dapat
berupa: (a) uraian deskripsi pelaksanaan Kerja Sama; (b)
bagan struktur dan tata kelola Kerja Sama; (c) rincian
mengenai komponen pembiayaan; (d) format dokumen isian;
dan/atau (e) dokumen pelengkap lain yang tidak dapat secara
menyeluruh dimuat di dalam batang tubuh/isi Naskah Kerja
Sama. Pencantuman rujukan lampiran pada Naskah Kerja
Sama harus dinyatakan secara jelas dengan memerhatikan

urutan. Contoh:

... dijabarkan lebih linjut dalam Lampiran I - Uraian Rencana Kerja Sama yung
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

... ditentukan lebih lanjut dalam Lampiran IT — Komponen Pembiayaan Kerja
Sama yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama

mn

Setiap lampiran yang dinyatakan dalam batang tubuh secara
jelas akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Naskah Kerja Sama. Adapun, lampiran diletakan pada
bagian belakang dari Naskah Kerja Sama sesual urutannya.
Contoh:

Lampiran I - Uraian Rencana Kerja Sama
Uraian Rencana Kerja Sama

Format Naskah Kerja Sama

Sistematika Naskah Kerja Sama sebagaimana telah diuraikan di
atas selanjutnya disepakati dan disusun dalam satu format
Naskah Kerja Sama. Format Naskah Kerja Sama dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini merupakan contoh yang menjadi kebiasaan
dan praktik baik (best practice] dalam rangka fasilitasi oleh Biro
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Hukum kepada Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon IL
Adapun, format Naskah Kerja Sama yang ada dalam Peraturan

Menteri ini tidak membatasi format lain sepanjang mengandung
sistematika yang konsisten atau menjadi praktik baik (best
practice) berdasarkan pola Kerja Sama tertentu, seperti format
perjanjian hibah dengan Mitra Kerja Sama internasional dan
format kontrak pengadaan barang/jasa.

Format Naskah Kerja Sama yang disajikan terdiri atas:

a.

domestik dapat disusun dalam contoh format,
berikut:

Naskah Kerja Sama Domestik
Naskah Kerja Sama yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama

sebagai

Format Naskah Kerja Sama Domestik yang Bersifat

Umum

SURAT PERNYATAAN KEHENDAK
ANTARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
[MITRA KERJA SAMA]
TENTANG
JUDUL KERJA SAMA]

Pada han ini ... wery (] bis/ t124) vang bertanda tangan di bawah ini:
| (Nama Diri): dalam jabatan selaku ......; dan
II.  (Nama Diri): dalam jabatan selaku .......

Para Pihak menyepakati Sumt Pemyataan Kehendak tentang ...

sclanjutnya discbur ... "dengan  ketentuan - ketentuan  scbagm
berikut:

R A AR e R CTIACN T R e

B R ORI S S e

3. Sumt Pernyataan Kehendak ini untuk jangka wakm ... tzhun

dimulai scjak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang

atan diakhin berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
Demikian, Surat Pernyatasn Kchendak ini dibuar dan ditandatangant
dalam rangkap ... (...} asli bermeterai cukup, dan dibubuhi cap 1nstanst,
seria menjadi bukn yang sama dan otentik  agar  dilaksanakan
schagaimana mestiny

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

(k) (tit)

JA

JU

T
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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

oy ]

(MITRA KERJA SAMA)
TENTANG
(JUDUL KERJA SAMA)
NOMIOL 2 4 sucassasssansseasinsinos
NOMIOL 2 40eceseessnsescansossos
Padahariini ..., {hh/bb/20.jvang bertanda tangan di bawsh ini: B
(Nama Diri): dalam jabatan selaku ...............
(Nama Diri): dalam jabatan sclaku ..............

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sccara bersama-sama discbut sebagai
Para Pihak dan masing-masing discbut scbaga Pihak, terlebsh dahulu | | E]
menerangkan hal-hal, schagni berikut:

bahwa Pihak Pertama merupakan ..o 3

Berdasarkan hal-hal vang telab dijelaskan di atas, Para Pihak menyepakan
Nota Kesepahaman rentang .......... , sclanjutnya discbur “....... "dengan
ketenruan - ketentuan sebagu beakut:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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---------------------------------------------------------------

Pasal 7

Pasal 8

...............................................................

...............................................................

Pasal 10
Perubahan

............................................................ .-

Demikian, Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam
mngkap ... (...) asli bermeterai cukup, dan dibubuhi cap instansi, serta
menjah bukti yang sama dan orenok agar dilaksanskan schagaimana

mestnya, ‘:
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
ftat) tat)
(Nama Diri) (Nama Diri)
Jabatan Jabatan

Keterangan:

A. Judul: Nomenklatur Naskah Kerja Sama, Nama para
pihak, Judul Kerja Sama dan Nomor Naskah Kerja
Sama.

B. Pembukaan memuat: hari, tanggal, dan tahun,

penandatanganan, komparisi/identitas para pihak,
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recital/landasan  kerja sama, dan  premis

kesepakatan kerja sama.
C. Batang tubuh memuat Tujuan, Ruang Lingkup,

Pelaksanaan, Pembiayaan, Jangka Waktu, Tata
Kelola, Pemantauan dan Evaluasi, Penyelesaian
Perselisihan, Korespondensi dan Perubahan.

D. Penutup memuat premis otentikasi dan jumlah

Naskah Kerja Sama beserta kolom nama, jabatan
dan tanda tangan para pihak.
2) Format Naskah Kerja Sama Domestik yang Bersifat
Teknis

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
(MITRA KERJA SAMA) B E]
TENTANG
(JUDUL KERJA SAMA)

Pada har ini ....... , (hh/bb/20.)yang bertanda tangan di bawah ini: ]
L (Nama Diri): dalam jabatan selaku ...............
II.  (Nama Diri): dslam jabatan selaku ...

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secam bersama-sama discbut sebagai
Para Pihak dan masing-masing discbut schagai Pihak, terdebih dahulu
mencrangkan hal-hal, sebagai berikut:

2. bahwa Pihak Pertama merupakan ... 4 [k B

b, bahwa Pihak Kedua merupakan. ..., :

c hahwa Para Pihak tclah memililn preseden kea sama
berdassrkan  Nota  Kescpahaman  antam Kementerian
PPN/Bappenas dan (Mitra Kerja Sama) Nomor .................
dan Nomor ... Lo T SR O AR O AR yang

Berdasarkan hal-hal yang tcsh dijclaskan di ams, Para Pihak
menyepakati Perjanjian Kerja Sama tentang ... , selanjutnya dischut
QRN "dengan ketentuan - ketenmuan sebagai benkur:

Pasal 1

Tujuan

...............................................................

...............................................................
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Pasal 6

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Pasal 10
Pemantauan dan Evaluasi

dnsan LT LT LT T LTI T PP LT LT LTI TR shsiane

......... L T PP PP

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Majeure)

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dibust dan ditandatangani dalam
rangkap ... (...) asli bermeteral cukup, dan dibubuhi cap mstansi, sena

menjadi bukti yang sama dan orentik agar dilaksanakan sebagaimana |7

mestinyiL
Pihak Pertama, Pihak Kedua,

(tilt) {tdy)
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Keterangan:

A. Judul memuat: Nomenklatur Naskah Kerja Sama,
Nama (institusi) para pihak, Judul Kerja Sama dan
Nomor Naskah Kerja Sama.

B. Pembukaan memuat: hari, tanggal, dan tahun,
penandatanganan, komparisi/Identitas para pihak,
tugas dan fungsi dari masing-masing pihak dan
dasar pelaksanaan Kerja Sama (Naskah Kerja Sama
payung yang telah ditandatangani sebelumnya, dan
premis kesepakatan kerja sama.

C. Batang tubuh memuat Tujuan, Ruang Lingkup,
Pelaksanaan, Pembiayaan, Jangka Waktu, Hak dan
Kewajiban, Tata Kelola, Hak Kekayaan Intelektual,
Kerahasiaan, Pemantauan dan Evaluasi, Keadaan
Kahar, Penyelesaian Perselisihan, Korespondensi
dan Perubahan

D. Penutup memuat premis otentikasi dan jumlah
Naskah Kerja Sama beserta kolom nama, jabatan
dan tanda tangan para pihak.
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Naskah Kerja Sama Internasional

Naskah Kerja Sama yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama
internasional dapat disusun dalam contoh format, sebagai
berikut:

1) Format Naskah Kerja Sama Internasional yang Bersifat

Umum

LETTER OF INTENT
BETWEEN

THE MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT
PLANNING/ NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING
AGENCY, THE REPUBLIC OF INDONESIA

b L]

(COOPERATION PARTNER)
CONCERNING
This Letter of Intent (“Lol™) is signed 1n covaviies 00 iiiaiiianas , entered |
mto by and berween: Y
L The Ministry of National Development Planning/National
Development  Planning  Agency, Republic of Indoncsia, duly
represented by s, , located ar ...l , herainafter refered to
as “Bappenas™;
and
II. (Coopemation Pamner) duly represented by .uveveneeens , resides at -—[3
............ , hereinafter referred 1o as the ™)
Bappenas and (Cooperation Parmerj hereinafter referred 1o as the
“Parties”;
ACKNOWLEDGING
RECOGNIZING -
DESIRING

HAVING AGREED 10 enhance the partnership within this scope o “E]
mutual intent:

L casenisscasdesininsnandaisanitnnsaseasinisnasniesasssssasassasonsssessiass
2 secsessescassessnssncansensansennsastastnstscansesstssssnsasesssssssisssans -
IN WITNESS WHEROF., the respective authorities have signed this | 7
Lol
Bappenas, Cooperation Partner,
ftdt) (rddt) ’—[3
(Namc) (Name)
Position Positon
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT

PLANNING,/ NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING
AGENCY, THE REPUBLIC OF INDONESIA _B

AND
(COOPERATION PARTNER)
CONCERNING
This Memomndum of Understanding  (“MoU”) is signed on
vesesseannnanes 2021, entered into by znd between:

L The Ministry of National Devclopment Plnning/National
Development Planning Agency, the Republic of Indonesta, duly
represented by ..., , located ar ... , hercinafter refered to as
“Bappenas™;
and

IL (Cooperation Partner) duly represented by ..... ., resides at
...... , hereinafter referred to as the ...

Buppenas and ...... hereinafter referred to as the “Parties”, have
considered the following:

o Bappenasis fieeeeeaans b

b, (Cooperation Partner) 15 8 coveevinnennns 3

c. The Partics intend to vviniiiiinnns

Having considered the aforementioned reasons and pursuant 1o the

Article 1
Objective

Article 2
Scope of Cooperation

Article 3 —
Implementation B

---------------------------------------------------------------

...............................................................
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...............................................................

Article 7

(]
Article 8

Article 10
Amendment
Done in English and Indonestan, all texts being equally authentic. In case of |
any divergences of interpretation, the English text will prevail.
IN WITNESS WHEREOF, the respective authonties hereby sign this
Mol,
Bappenas, Cooperation Partner, - B
tdde) {tdy)

(Name) (Name)

Position Position
Keterangan:

A. Judul memuat: Nomenklatur Naskah Kerja Sama,
Nama para pihak, Judul Kerja Sama dan Nomor
Naskah Kerja Sama.

B. Pembukaan memuat: hari, tanggal, dan tahun,
penandatanganan, komparisi/identitas para pihak,
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recital/landasan  kerja sama, dan  premis
kesepakatan kerja sama.

C. Batang tubuh memuat Tujuan, Ruang Lingkup,
Pelaksanaan, Pembiayaan, Jangka Waktu, Tata
Kelola, Pemantauan dan Evaluasi, Penyelesaian
Perselisihan, Korespondensi dan Perubahan.

D. Penutup memuat premis otentikasi dan jumlah
Naskah Kerja Sama beserta kolom nama, jabatan
dan tanda tangan para pihak.
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Format Naskah Kerja Sama Internasional yang Bersifat

Teknis

AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT
PLANNING/
NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY, THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
(COOPERATION PARTNER)

CONCERNING

..............................

This Agreement express the understanding between the Ministry of
National Development  Planning/National Development  Planning
Agency, the Republic of Indonesia and ............ hereinafter collectvely
referred to as the “Parties” and each a “Pamy”, for srrangements to
provide guidance w and facilitate cooperation on the implementation of
............ (Nota Kesepabaman Bersama)

Article |
Objective

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Article 3

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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Article 6 B
Undertaking and Responsibility

...............................................................

...............................................................

Anicle 8

...............................................................

...............................................................

Article 9

Article 10

...............................................................

Article 11

Article 12
Settlement of Dispute
Article 13 -
Correspondence

...............................................................

Article 14 I (3

Done in English and Indonesian, all texts being equally authentic. In case of
any divergences of interpretation, the English text will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the respecuve authonties hereby sign this

agreement.
Bappcnas, Cooperation Partner,
(tat) (tdt)
(Namc) (Namc)
Position Position
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COOPERATION AGREEMENT |
BETWEEN

THE MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING/
NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY, THE

REPUBLIC OF INDONESIA [Z]
—
AND
(COOPERATION PARTNER)
CONCERNING
This Cooperation Agreement is signed 10 ..eeveees e , entered into
by and between:
L The Ministry of Natonal Development Phlinning/Navoaal
Development  Plannung  Agency, Republic of Indonesia, duly
represented BY i , Jocated at ..ol , hercinafter refered to as ,_@
“Bappenas”;
and
I (Cooperanon Pamner) duly represented by aiieaaiien , fesides ar
............ , hereinafter referred to as the “iiniiieiennnds™;

Bappenas and (Coopeemtion Partner) hercinafter referred to as the “Parties™. [
In consideration of the foregoing and the mutual promises contained in this |~
Cooperation Agreement, hereby agree as follows:

Article 1

Objective

-]
Article 3
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Article 6
Undertaking and Responsibility

...............................................................

...............................................................

Article 8

Article 10

...............................................................

Article 11

Article 12

Donc in English and Indoncsian, all texts being equally suthentic, In case

of any divergences of interpretation, the English text will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the respective authonties hereby sign this | = E]

agreement.

Bappenas, Cooperation Partner,

(bt} (]
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Keterangan:

A. Judul memuat: Nomenklatur Naskah Kerja Sama,
Nama para pihak, Judul Kerja Sama dan Nomor
Naskah Kerja Sama.

B. Pembukaan memuat: hari, tanggal, dan tahun,
penandatanganan. komparisi/identitas para pihak,
recital /landasan  kerja sama, dan  premis
kesepakatan kerja sama.

C. Batang tubuh memuat Tujuan, Ruang Lingkup,
Pelaksanaan, Pembiayaan, Jangka Waktu, Tata
Kelola, Pemantauan dan Evaluasi, Penyelesaian
Perselisihan, Korespondensi dan Perubahan.

D. Penutup Naskah Kerja Sama memuat premis
otentikasi dan jumlah Naskah Kerja Sama beserta
kolom nama, jabatan dan tanda tangan para pihak.
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Format Penerjemahan Naskah Kerja Sama Internasional
Apabila diperlukan untuk kemudahan dan efisiensi, format
Naskah Kerja Sama Internasional dapat disusun dalam satu
dokumen yang memuat dua bahasa, yaitu bahasa Indonecsia
dan bahasa Inggris seperti contoh di bawah ini.

MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

BETWEEN
THE MINISTRY OF NATIONAL
DEVELOPMENT PLANNING/
NATIONAL DEVELOPMENT
PLANNING AGENCY, THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
(COOPERATION PARTNER)

CONCERNING

This Memomndum of Understanding
FMoU™ is signed on .........2021,
entered into by and between:

IL The Ministry of  Nanoonal
Development  Planning/National
Development  Planning  Agency,
Republic  of  Indonesia,  duly
represented by i , located at
......... , hercinafter refered to as
“Bappenas”;

And

ML {Cooperation Pariner) duly
represented by wuaiiniann , resides at
.......... hereinafter referred to as

TR isiiicesanaie 3

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL, REPUBLIK
INDONESIA

DAN
(MITRA KERJA SAMA)
TENTANG

.................................

ditandatangani pada ..ol 2021,
discpakan olch dan antarm

I Kementerian Perencansan
Pembangunan Nasional / Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional, Republik Indonesia,
vang diwskili olch ......... :
bertempat di
sclanjutnya  discbur
“Bappcnas”,

Dan

IL (Mitra Kerz  Sama), yang
diwakili olch
bertempat  di
sclanjutnya  discbur
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B. PENCETAKAN DAN PEMARAFAN NASKAH KERJA SAMA
1. Pencetakan Naskah Kerja Sama
a. Ukuran dan Jenis Kertas
Naskah Kerja Sama dicetak di atas kertas berukuran A4
(210mm x 297 mm), berjenis aster dengan berat 200gram,
dan berwarna gading dengan corak pita merah tercetak
khusus yang disediakan oleh Biro Hukum. Contoh kertas:

b. Lambang Institusi
Lambang institusi dapat dicetak pada bagian atas Naskah
Kerja Sama dengan memperhatikan ketentuan penggunaan
lambang atau logo instansi yang diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai tata naskah dinas. Lambang institusi dapat
digunakan, sebagai berikut:
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1) Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri
dengan Menteri lain atau pejabat lain setingkat Menteri
dapat menggunakan lambang garuda berwarna emas

NOTA KESEPAHAMAN

pada bagian awal di halaman pertama. Contoh:

2) Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat
selain Menteri menggunakan lambang Kementerian
Perencanaan dan lambang Mitra Kerja Sama. Contoh:

NOTA KESEPAHAMAN

c. Nomor Halaman
Nomor halaman dicantumkan pada bagian bawah Naskah
Kerja Sama di setiap halaman kertas dengan letak rata tengah
(centre) dan format “halaman (angka wrutan halaman) dari
(angka total halaman yang tercetak)”. Contoh:
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Warna Tinta

Warna tinta yang digunakan untuk pencetakan Naskah Kerja
Sama adalah hitam untuk keseluruhan angka dan huruf,
serta warna lain yang dapat memperjelas keperluan
visualisasi tertentu seperti kolom tabel, diagram, atau skema
yang dimuat dalam Lampiran Naskah Kerja Sama.
Sedangkan, warna tinta yang digunakan untuk paraf dan
tanda tangan adalah biru gelap (navy blue). Adapun, tinta
yang digunakan sebaiknya bersifat tahan air (water resistant).

Bentuk (Font) dan Ukuran Huruf

Bentuk huruf (fonf) yang digunakan pada Naskah Kerja Sama
adalah Garamond dengan ukuran 12pt. Contoh: Perjanjian
Kerja Sama

Ruang Tepi (Margin)

Ruang tepi (margin) kertas Naskah Kerja Sama dapat
disesuaikan dengan memperhatikan estetika dan kejelasan
hasil cetak. Adapun, ruang tepi secara umum dapat

mengikuti:
1. Ruang tepi pada Naskah Kerja Sama yang menggunakan
lambang Garuda Emas, yaitu Atas sebesar 6cm dan

EIMIFERAT R SRR NN
e Ew
IS MIRINTEY OF NATHINAL IV ELOPUENT FLARRNG
NATHINAL TENVELIWWE N T FLANNING ACINOT, T9IE RET LI
o ivpossmL
o

2 5 FEOOPRRLTTIN PARTVE R,

GImereane

[ e —— - ————]

The S o R Thegu P So—
Dl P Sy, Drpubis ot Sarns -
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Kanan, Kiri, Bawah sebesar 2,5cm. Contoh:

2. Ruang tepi pada Naskah Kerja Sama yang tidak
menggunakan lambang Garuda Emas, yaitu Atas sebesar
3cm dan Kanan, Kiri, Bawah sebesar 2,5cm. Contoh:

3cm

25cm 25cm

by and mrene
¥ The Mesnry of Nessmd Dorcbgraes Pasessy/ Nassd

Dosbqunen: Plsssny Anocs, Tepudde 1f Inbonse, iy

wpesncmmuad by bezed w0 txmimiur

szl w3 “Tappens|

=

VI Loy Farrer doke oo d by el
* hesmbo sl v the *oe.e)

Bppees il Loprese Fnne bhoorshor stomd o= &
“Pamien”. b cowidonve of dx feoyery o the mussd provies
_.d-oum\amln.{.m.th

25cm

g. Jarak Spasi Huruf dan Angka
Jarak spasi huruf dan angka pada Naskah Kerja Sama adalah
1,15cm. Contoh:

PASAL 1
TUJUAN

1,15cm

Petjanjian Kerja Sama imd ‘menjadt dasar pelaksanaan keeja

sama olch Para Pihak scsoal dengan tugas dan fungsi

masing-masiog dalam eangka ..eeiiiiia.
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Pemarafan Naskah Kerja Sama

a. Skema Pembubuhan Paraf
Pembubuhan paraf dilakukan satas rancangan final Naskah
Kerja Sama yang sudah disetujui oleh Mitra Kerja Sama.
Naskah Kerja Sama yang telah dicetak dan setiap rangkapnya
dibubuhkan paraf oleh pemaraf dengan skema berikut:

Tabel Skema Pembubuhan Paraf

2021, No.1035

Pemaraf lfeja!:al Pejabat Kepal
Pejabat P%Eg? Fimpeom | oo Mol
Penandatangan Madya iugp Prst | ( Stiunes)
Menteri v v
Sekretaris
Kementerian v i v
Pejabat Pimpinan J
Tinggi Madya
Pejabat Pimpinan J
Tinggi Pratama

b. Letak Paraf

Pembubuhan Paraf dilakukan pada setiap lembar halaman
Naskah Kerja Sama tercetak beserta rangkapnya di bagian

pojok kanan bawah.

Contoh Format Pembubuhan Paraf Halaman 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama.sama disebut sebagai Para Pihak dan masing.
masing disebut sebagai Pihak, terdebih dabulu menerangkan hal-hal, sebapai berikus:
bahwa Pihak Pertama merupakan ..o

A

b.
c
d

............................... vang sclnjutnva disebut  sebapai

Pihak Pertama; dan
: dalam selaku

Nama jabatan

e W B e e

selanpurnya disebut Pihak Kedua.

Haksman 1 dani 2
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Pada halaman penandatangan, paraf dapat dibubuhkan di
ujung akhir nama jabatan penandatanganan. Contoh:

v Pasal § 3
! PENYELESAIAN PERSELISIHAN a
3 :
LB ] cccccccatccntccccnitcccntactntcncnitontntcctncetecncctctndtattntacdtnctcndtondnctiohtctocncctcsncttacntasdtntnas .
L5 i
¥ Pasal 9 d
& KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI i
| (1) e A
i 3
I8 Pasal 10 3
v PERUBAHAN 4
4l o g
B LY o A R R R A R S s A e T A AR SR ias .

4 Kesepah i dib dalam rangkap ... (....) aali, bermeteru cukup, dibububi cap, dan ‘|
57 masing-masing mempunyui kekuatan yang sama setelsh ditandatangani olch Para Pihak. o
%v Pihak Pertama, Pihak Kedua, 3
L d
- :

b :
;. (ttd) (ted) :’
{ d
I (=] F
L

g‘ Halaman 2 dari 2 1:
g 3
. i

A A T A A A S A T N N T AT AT T AT T TN TS T TS TN T TH TN TN TR,
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Alur Pemarafan
Bagan Alur Pemarafan Naskah Kerja Sama

Persetujuan
Ditindaklanjuti
Memperoleh
persetujuan NKS
Memberikan
persetujuan NKS
Pencetakan
Pemarafan Rancangan
+ NKS final
yang telah
dicetak

Paraf afirmasi

y

Penandatanganan

www.peraturan.go.id
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PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

1. Skema Kewenangan Penandatanganan

Kewenangan penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan

dengan mengacu pada tabel berikut:

Tabel Kewenangan Penandatanganan

N e n Kerja Sama -
\\ Pola L“"? Sam.l. Sinergi Kerja Sama Kerja Sania Kerja Sama
N Antarinstansi - Pengadaan 3
N\ g Pembangunan Hibah Swadaya
| Pemerintahan Dy Barang/Jasa v
Pejabat .
: : Jenis Naskah
ptﬁ'md'“'m‘k'm Umuun | Khusus | Umum | Khosus | Umum | Khuses | Umom | Kbhosus | Umam | Khasos
Menten v v v v v v ‘ v v
PA
Sieaaaiz (IO INCT/N IR/ T [ (V20 v |v
KPA
Pejabar
e | [ | st [ = v|v
Mad KPA
Pejabat
Pimpinan v . J
Tinggi .
Pratama KPA
Pejabat
Pembuar v
Komitmen
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Tata Cara Penandatanganan

a, Penempelan Meterai
Penempelan Meterai dilekatkan pada bagian kolom tanda
tangan sebelum penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Contoh Penempelan Meterai (1)

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Kesepahaman ini dibuat dalsm mangkap ... (...) asli, bermetersi cukup, dibububi eap, dan
maring-masing mempunyu kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pibak

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

ﬂ’fn: 1)
N

ama)

Halaman 2 dari 2

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI .
(1) chtinnesssasssapsaicnuassabscitsattpanardaRaEs AReeSIIEALERNAL AR AT AIEPAS LS SSARAES ARG SIIPEAIERELE AR
Pasal 10
PERUBAHAN
e T T T e r T e T e P T e Sy Eor s Tr T

Kesepahaman ini dibuat dalsm manglap ... (...) asli, bermetersi cukup, dibububi eap, dan
yai kel yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

- l-‘I'ihlk‘ Pertama, Pihak Kedua,
A |
(1td) &= g

Halaman 2 dari 2

s bdhdbdbdbsns babdbalitabitatandidbsidnabitaciiaidiaiiia

4
§
£
{
[
;i
1
L
E;
{
{
{
p
L
:
x
)

N N T T T
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b. Alur Penandatanganan

1) Penandatanganan Seremonial
Bagan Alur Penandatanganan Seremonial Naskah Kerja Sama

PPT Pratama

Penandatanganan NKS

NKS yang 8iro
telsh diparaf :"T;':
Pendokumentasian
Fenandstanganan
NKS
Penandatanganan NXS

Mitra Kerin
Sama
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2) Penandatanganan Sirkuler
Bagan Alur Penandatanganan Sirkuler Naskah Kerja Sama

NKS yang
1elah diparaf

"
8
o
E

www.peraturan.go.id
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c. Pembubuhan Cap Dinas

Cap dinas adalah dinas pada Naskah Kerja Sama domestik

dilakukan setelah proses penandatanganan. Bentuk standar

cap dinas didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang dibedakan dalam dua macam yaitu:

1) Cap Dinas Menteri untuk Naskah Kerja Sama Domestik
yang ditandatangani oleh Menteri; atau

2) Cap Dinas Kementerian Perencanaan untuk Naskah
Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri.

Contoh Pembubuhan Cap Dinas

KOMUNIEASI DAN KORESPONDENSI

Kesepahaman ini dibuat dalam mnghap ...,

masing-srasing mempanya kekuatan vanyg ssma setelih drandatanpani olch Para Pihak
Pihuk Kedua,

LA-H-.—QBA LALALabiLata83030a3L283483035a804a0a8383830a48as8
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D. PELAKSANAAN KERJA SAMA
1. Reviu Pelaksanaan Kerja Sama
Kerja Sama memiliki marwah atau makna hubungan yang
menunjukan pengakuan atas kapasitas, kemampuan, dan kinerja
Kementerian Perencanaan dalam kolaborasi dengan Mitra Kerja
Sama. Pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati akan
menjadi tanggung jawab dari pejabat penandatangan Naskah Kerja
Sama serta Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang
mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan teknis Kerja
Sama. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dan keseriusan
pejabat beserta unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi
dalam pelaksanaan Kerja Sama.
Untuk memastikan Kerja Sama telah dilakukan sesuai ketentuan
atau klausul yang dimuat dan disepakati dalam Naskah Kerja
Sama, maka diperlukan suatu standar untuk meninjau
pelaksanaan Kerja Sama, yaitu melalui reviu pelaksanaan Kerja
Sama. Reviu pelaksanaan Kerja Sama dilakukan secara rutin dan
mandiri oleh pelaksana teknis di Unit Kerja Eselon 1 dan/atau
Unit Kerja Eselon II, serta dapat memperoleh pendampingan reviu
dari: (a) Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; (b) Biro
Hukum; (c) Inspektorat Bidang Administrasi Umum; dan/atau (d)
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.
Reviu pelaksanaan Kerja Sama disusun oleh Unit Kerja Eselon I
dan/atau Unit Kerja Eselon II, dan disampaikan oleh pejabat
pimpinan tinggi madya/pejabat pimpinan tinggi pratama kepada:
(a) Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana: (b) Biro
Hukum; (c) Inspektorat Bidang Administrasi Umum; dan (d)
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. Keseluruhan hasil reviu
tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam pemantauan dan
evaluasi Kerja Sama di Kementerian Perencanaan yang laporannya
disampaikan oleh Sekretaris Kementerian kepada Menteri.
Landasan pikir yang dapat dipergunakan untuk menguatkan
tinjauan analisis terhadap pelaksanaan Kerja Sama, sebagai
berikut:
a. Memastikan klausul atau ketentuan-ketentuan inti Naskah
Kerja Sama seperti ruang lingkup, kerangka pelaksanaan,
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hak dan kewajiban/peran dan tanggung jawab, jangka waktu,

pembiayaan telah sesuai dengan realisasi atau meninjau isu

terkait, seperti:

1) Masing-masing komponen ruang lingkup Kerja Sama
telah dilaksanakan serta disepakati dengan Naskah Kerja
Sama yang bersifat teknis, termasuk mengukur dan
memberikan gambaran hasil/keluaran/output dan
hambatan pelaksanaannya;

2) Amanat pelaksanaan teknis dalam Naskah Kerja Sama
yvang bersifat umum telah ditindaklanjuti dengan Naskah
Kerja Sama yang bersifat teknis;

3) Hak dan kewajiban/peran dan tanggung jawab secara
konsisten dilaksanakan oleh para pihak;

4) Jangka waktu yang disepakati memadai untuk
pelaksanaan teknis Kerja Sama, termasuk memastikan
terjadinya hambatan terkait perlunya perpanjangan
waktu atau pengakhiran Kerja Sama,

5) Komponen pembiayaan Kerja Sama telah ditentukan dan
disepakati secara jelas, termasuk meninjau kesesuaian,
adanya perubahan, dan realisasinya.

Memastikan klausul atau ketentuan-ketentuan lain dalam

Naskah Kerja Sama seperti tata kelola, kekayaan intelektual,

kerahasiaan, pemantauan, evaluasi, korespondensi telah

sesuai dengan realisasi atau meninjau isu terkait, seperti:

1) Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance)
telah konsisten dilaksanakan oleh para pihak, termasuk
meninjau hal yang mungkin bertentangan dalam
pelaksanaan teknis Kerja Sama;

2) Kekayaan intelektual yang lahir dari pelaksanaan Kerja
Sama dapat dimanfaatkan bersama oleh Para Pihak serta
meninjau adanya prosedur terkait publikasi kekayaan
intelektual dan pencantuman kredit;

3) Kerahasiaan dalam pelaksanaan teknis Kerja Sama
terjaga dan sesuai dengan batasannya;

4) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh para pihak
untuk meninjau kemajuan pelaksanaan teknis Kerja
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Sama dan sebagai dasar masukan terkait keberlanjutan

Kerja Sama;

Korespondensi para pihak yang tercantum dalam Naskah
Kerja Sama masih berlaku valid untuk komunikasi yang

efektif.

c. Melakukan konsultasi dengan Mitra Kerja Sama mengenai
hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, disesuaikan, atau belum
jelas diatur dalam Naskah Kerja Sama sebagai input terhadap
klausul atau ketentuan Naskah Kerja Sama.

Format dan Petunjuk Pengisian Reviu

Format Reviu Pelaksanaan Kerja Sama

Unit Kersa
Mitra Kerja Sama
No. Judul/Dasar Ketentuan
Naskah Kerja Sama Naskah Kergja
Sama
1 Judul . PKS A - Pasal 2
Dasar - Ruang Lingiup:
a.  Nota Af.)
Kesepahaman B(.)
ABC; dan cf )
b. Perjanjian
Kerja Sama A
S
ey, PKS A= Pasal 3
Peran & Tanggung
Jawab
A Mclakukan X

B Melakzikan Y

PESA-Pasald

Jangka Waktu
1 tahun

[Belum diatur]

PKSA-Pasal
(. jds

Realisasi/Isu
Kerja Sama

Ruang Lingkup A
telah
dilaicsanakan
dengan capaian,
sebagai berikur
L)
2()
3(.)
Mitra Kerja Sama
belum melakuian
¥

| Jangke waku

Kerja Sama
beraichir dalam 1
bulan

Kebutuhan
pertukaran data

dan informasi

secara khusus
oleh Mitra Kerja

i)

Perlu dirinjau
aspeknyae
dalam PKS
fusulan
perubahan)

()
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2 Judul :
Dasar :
a.  Nota
Kesepahaman
ABC (NK ABC)

3 )

Disampaikan pada tanggel

-76-

NK ABC - Pazal 2
Ruang Lingkup
Al

Bf(.)

Clo
NKABC - Pasald
Pelaksanaan
Kena Sama
ditindaklanjuti
dengan PKS
tersendin

{-)

Ruang lingkup B Dalam proses
akan prakarsa dan
ditindaklanj sl oleh
dengan Sekretans
pelaks Ki an
toknis
Pelaksanaan Perlu
teknis pertu menyepakari
disepakati Perjangan Kerja
dengan PKS B Sama
) f--)
(Tanda Tangan)
Pejabat UKE I/11

Petunjuk pengisian:

1.

Informasi Unit Kerja diisi sesuai Unit Kerja Eselon I dan/atau

Unit Kerja Eselon Il yang membidangi pelaksanaan Kerja

Sama;

Informasi Mitra Kerja Sama diisi secara jelas.
Kolom nomor diisi baris urutan Kerja Sama yang dilakukan
dengan Mitra Kerja Sama yang sama.

Kolom Ketentuan Naskah Kerja Sama mencantumkan (dasar

Naskah Keria Sama) — (rujukan pasal dan judul ketentuan)
dengan ketentuan ringkas yang direviu.

Kolom Realisasi/Isu Kerja Sama menguraikan secara ringkas

realisasi/isu pelaksanaan Kerja Sama sesuai landasan pikir;

lanjut atau kesimpulan hasil reviu.

pengiriman reviu melalui Nota Dinas.

Kolom Hasil Reviu memberikan keterangan terkait tindak

Informasi mengenai tanggal diisi sesuai dengan tanggal
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8. Reviu ditandatangani oleh pejabat dari Unit Kerja Eselon I
dan/atau Unit Kerja Eselon II yang membidangi pelaksanaan
teknis Kerja Sama bukan pejabat penandatangan Naskah
Kerja Sama.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA
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